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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari penelitian maka kendala

Komisi Kejaksaan terhadap pengawasan kinerja jaksa sebagai penuntut umum

dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Kejaksaan belum dapat menentukan waktunya kapan harus

melakukan pengawasan terhadap suatu moment yang terjadi karena

masih barunya lembaga ini, dimana dikeluarkan berdasarkan Peraturan

Presiden nomor 18 tahun 2005.

2. Komisi Kejaksaan hanya melakukan telaah terlebih dahulu terhadap

laporan dari masyarakat, tidak dapat melakukan pengawasan secara

langsung karena prosedur pengawasan harus menunggu hasil pengawas

internal terlebih dahulu.

3. Adanya perbedaan persepsi atau pendapat antara pengawasan internal

dari institusi kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan, dikarenakan sudah

adanya keputusan dari hasil pemeriksaan badan pengawas internal

sehingga Komisi Kejaksaan terkadang sudah tidak dapat

menindaklajutinya.
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4. Pemeriksaan yang dilakukan instansi internal tidak menujukkan

kesungguhan atau berlarut-larut sehingga banyak menimbulkan tafsiran

yang berbeda. Laporan dari pemeriksaan instasi internal dan cenderung

terlambat sampai ke Komisi Kejaksaan (lebih dari tiga bulan) maka

menyebabkan Komisi Kejaksaan pun sudah tidak dapat melakukan

pengawasannya.

5. Kurangnya kerjasama dengan instansi-intansi terkait dan terlalu

luasanya wilayah kerja yaitu seluruh Indonesia namun Komisi

Kejaksaan hanya berada di pusat, yaitu di Jakarta.

B. SARAN

Untuk melaksanakan peran Komisi Kejaksaan terhadap kinerja jaksa

sebagai penuntut umum maka diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Komisi Kejaksaan meminta kepada Jaksa Agung dan instansi pengawas

internal agar dalam memberikan laporan tentang hasil pengawasan

instasi internal sebelum ada putusan dan untuk perkara-perkara yang

dipantau oleh publik maka Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan

atau pengawasan langsung tanpa menunggu laporan baik dari

masyarakat atau instansi lain.

2. Laporan dari instasi pengawas internal yang ditujukan ke Komisi

Kejaksaan harus lengkap dan jelas dan tepat waktu.
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3. Membuat MoU antara Jaksa Agung dengan Komisi Kejaksaan guna

sebagai jalan keluar bila tidak ada kesepakatan dalam menggambil

keputusan.

4. Komisi Kejaksaan menjalin kerja sama dengan Komisi Yudisial dan

instasi-instasi lain di daerah.

5. Komisi Kejaksaan diharapkan melakukan pengawasan secara langsung

ke lembaga kejaksaan secara periodik dan tersistematis.

6. Komisi Kejaksaan menambah jumlah anggota adminitrasi di Lembaga

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
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